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ABSTRAK

Seperti kita ketahui bahwa Negaras kitas Indonesia ini
adalash negaras vyang sedsng gist-gistnys wmembangun atan
negara yang sedang berkembang mennjn tahap Repelita
tinggal landas. 0Qleh sebsab itn masalah perjanjisan
pemborongan adslah merupakan sebagian aspek kehidupan
manusia, karens dengan adanya pelaksanaan dari perjanjian
pemborongan  ini  banyak seksali mamfastnys seperti untuk
menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran (
dalam arti sempit }, sedangkan dalam arti luzs mamfastnya
dirasakan oleh masyarakat Inss. Jadi berguns bagi bangsa
dan negsra.

Jika kita membicarskan masalah perjaniian pemborongan
ini  kita Jugs harus menghubungkannys dengan ketentuan-
ketentuan ysng berlaka dalam perjanjisn padas umumnysa
seperti 2 unsur-unsur dan syarat-syarat syahnya suatu
perjanjian ysng terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum
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Perdata

perianj

De

dengan

( BW ), dan ketentuan-ketentuan khusus tentang
ian pemborongan tersebut sepertil
yvang mengatur perjanjian pemborongan dari segil
juridis seperti Keppres No. 29 tahun 1984.
cedangkan peraturan daril segi teknisnya, masih
berpedoman kepada Algemene Vooorwasrden voor de
nitvoering bij Aanneming van openbare Werken ( A.V
N vang disyshkan dengan Surat Keputusan
Pemerintahan Belanda tanggal 28 Mei 1941 dan
tambahan Lembarsn Negars No. 14571, mengikat para
pihak dalam perjanjian ini.
ngan demikian berarti bahwa para pihak terikat

ketentusn yang termuat dalam AV tersebut.

ii



BAB I

PERDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Adalzsh penting sekali untuk mengungkapkan Lentang
perjanjiian pemborongsn dalam rangka perluasan pelabuhan
khususnyas di  Teluk Bayur. Tidak saja penting bsgil para
pihak vang mengadakan perjaniian tersebut melainkan Jugsa

penting diketahui oleh masyarakat luas, karens perjaniisn

o
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premborongan vang dilaksanakan untuk mengeriakan
pembangunan phisik, dimans kegunsannya untuk masyarakat
dengan perkataan lain bukan untuk para pihak =aja, bshkan
secara luszs =zdalsh untnk kepentingsn bangess dan nedara
baik sekarang msupun dimasa yang akan datang.

Disamping itu pelaksanasan perjanjian pemborongan itn
adalash merupakan sarsns untuk menampung tenaga kerja atan
nntuk mengnrangi pengsngguran, jadi seksligus nntuk
menunjsng program pemerintah Indonesis, yang pada akhirnya
akan mengarsh kepads tujuan Nasional yakni

1. meningkstkan kesejahtersan umum

[RW]

mencerdasksn kehidonpan bangsa.
Sebagaimana yang telsh kita ketshui bahwa perjanjian

pemborongan itn zdalah merupakan Undang-Undang bagi para

pihak vsng vang mengikatkan diril} dalam hal ini adalah

Loan Agreement dengsn instansi pemberi keris ( Perumpel




BAB V

HASTL DAN PEMBAHASAN

Tindjauan Umum Tentang Pelsbuhan Teluk Bavur

Daerah Teluk Bayur termasuk dalam wilayah
Kotamadys Padang, terletak pada daerah hagian Selatan
Kotamadyas Padang, yaitu Kecamatan Padang Selatan antara
0% 05 Lintang Selatan dan 0°.06 Bujur Timur, dengan
luas wilayshnya 28,3 ha =serts jumlah penduduk
berdasarkan sensus tahun 1990 berjumlah 5971 Jiwa.

Pelabuhan Teluk Bayur dibangun pertama kali oleh
Pemerintahan Hindis Belsnda untuk mengangkut hasil bumi
daerah Sumatera Tengah, kemudian sejak kemerdekaan
ditinghkatkan peranannya bukan saja untuk penganghkutan
hasil bumi akan tetapi jugs untuk rengangkutan barang
masukan dari daserah lsin maupun untuk alat angkutan
penumpang .

Batas-batas daerah Teluk Bayur sebelsah utara
dengan kecamatan Padang Barat dan Padang Timur, =sebelsah
selatan dengan teluk Nibung, Sebelah timur dengan
Kecamatan Padang Timnr dsn sebelsh barat dengan Samudra
Indonesis.

Teluk Bayur sebagai Pelabuhan terbesar di Propinsi
Sumatera Barat merupaskan sarana vang paling vital bagi
prerhubungsn khnsusnya perhubungan lsut. Dari pelabuhan

inilsh sebagian besar hasil bumi Propinsi Sumaters
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BAB VI
PENUTUP
A. Resimpulan.
1. Kalau kita perhatikan isi kontrak perjanjian

pemborongan tersebut maka vyang dikenakan sanksi
hanya pihak penerima ( pelaksana Y pekerjaan saja,
dimansa pihak pelaksana pekerjaan r pemborong
dikenakan dends 1 o/oo ( satu permil } untuk setiap
hari keterlambstan dari seluruh hargda borongan,
sedangkan kalau diserahkan lebih cepat tidak adsa
segl keuntungsn vyang dinyatakan dalam kontrak
perjanjian.

Padahal dslam prakteknya, kalau kita perhatikan

secara seksama, sebahagian besar disebabkan oleh

perbunatan/tindakan oknum-oknum instansi pemberi
kerja, misalnya saja, dalam pengurusan termijn (
usng » walaapun semus syarat  sudah dipenuhi,

beberaps oknum tertentn sebagai pemimpin proyek
tidak mau menands tangani berita scara yang bergunsa
untuk meminta termijn tanpa diberi wuang pelicin,
cehinggs pembayaran atau termiin 3eialu terlambat.

Nleh karena itu dapsat dikatskan bahwa pengurusan
termijn, kalan tidak dengan uang. pelicin akan

memskan waktun vang lama, yang secara langsung 2akan
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memperlambat penyelessisn pekerjaan (penyershannya).
Seperti yang dinraikasn distss, bahwa kalan terijadi
kenaikan harga hahsan bangunan/ npah vang
mendatangkan kerugian bagi pihak pemborong =adalah
merupakan tanggungannya, kecuall ada keputusan resmi
nleh Pemerintah.

Dalam sistim seperti ini jelass bshwa pihak pelaksans
pekerjaan skan dirugikan, karena tidak selalu
naziknya harga bahan bangunan,/upsh, disebabkan oleh
devalnasi ( pemotongan nilai mata usng resmi oleh
Pemerintah ). Ada kalanya dengan kensikan harga
Bashan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan rpajsk pada
sektor tertentu, sedang penanda tangsnan kontrak
dilaksanakan sebelum harga bahan bangunan naik dan
dilasksanskan dengsn harga yang sudah naik, dengan
ini sudah jelas pihsk pelaksana pekerjasn dirugikan.
Demikian juga halnya spabila terjadi “Force Mayure"
vang mengakibatkan pihak penerima pekerjaan/pembo-
rong menderita kerugian, dimana dalam hal ini pihak
pemborong hanys dapat mengajukan pertimbangan kepada
pemberi kerja untuk mendapat ganti kerugisn vyang
belum pasti aksn diterima oleh pihak pemberi kerjs
seperti  vyang kita ketahni keadaan ini akan memberi
peluang kepada pihak pemberi keris untuk mendapatkan

sebahagian dari ganti kerugian yang skan diterims
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